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Abstrak 

Penelitian ini ditujukan untuk menelaah dampak dari kepemilikan negara, hubungan politik dan 
penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada 2016-2020. Dalam penelitian ini digunakan metode regresi linear berganda pada data panel 
untuk menguji hubungan setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan 
165 perusahaan yang tercatat di BEI yang memenuhi kriteria sampel. Dalam penelitian ini kepemilikan 
negara diproksikan dengan jumlah kepemilikan saham negara Republik Indonesia, hubungan politik 
yang diukur dengan jumlah komisaris dan direksi terhubung politik, serta penghindaran pajak yang 
diukur dengan Cash ETR merupakan variabel independen. Rasio ROA, dan ROE digunakan dalam 
penelitian ini untuk mengukur kinerja perusahaan yang merupakan variabel dependen. Dalam penelitian 
ini didapatkan suatu keseimpulan bahwa kepemilikan negara berdampak signifikan positif terhadap ROE 
namun berdampak tidak signifikan terhadap ROA. Hubungan politik yang diukur dengan jumlah 
komisaris terhubung politik berdampak signifikan negatif terhadap ROA tetapi berdampak tidak 
signifikan terhadap ROE, sedangkan untuk jumlah direksi terhubung politik memiliki dampak tidak 
signifikan pada kinerja keuangan. Untuk variabel penghindaran pajak berdampak tidak signifikan 
terhadap kinerja keuangan. 

Kata Kunci: Kepemilikan negara; hubungan politik; penghindaran pajak; kinerja keuangan 

 

The effect of state ownership, political relations and tax avoidance on financial 

performance in Indonesia 

 
Abstract 

This study seeks to find the impact of state ownership, political connection and tax avoidance on 
the firm performance of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the time frame 
from 2016 until 2020.  In this study, multiple linear regression was used on panel data to test the 
relationship of each independent variable to the dependent variable. By using 165 companies listed on 
the IDX that meet the sample criteria. State ownership is measured by the number of state shareholdings 
of the Republic of Indonesia, political connection is measured by the number of politically connected 
commissioners and directors, and tax avoidance is measured by Cash ETR are independent variables. 
The ratio of ROA and ROE is used in this study to measure the company's performance which is the 
dependent variable. The results of the tests in this study obtained a conclusion that state ownership has 
a significant positive effect on ROE but has no significant effect on ROA. Political connection which is 
measured by the number of politically connected commissioners has a significant negative effect on ROA 
but has no significant effect on ROE, while the number of politically connected directors has no 
significant impact on financial performance. The tax avoidance variable is proven to not have any 
significant influence toward financial performance. 

Keywords: State ownership; political connection; tax avoidance; firm performance  
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PENDAHULUAN 

Kinerja dapat diartikan sebagai kondisi perusahaan dalam jangka waktu tertentu, untuk 
menunjukkan keberhasilan dan pencapaian perusahaan melalui operasional perusahaan dengan 
menggunakan aset yang perusahaan miliki. Kinerja dapat dilihat melalui angka-angka dalam laporan 
keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan mempunyai fungsi bagi beberapa kelompok pembaca 
laporan yaitu: manajemen perusahaan, karyawan, investor, calon investor, kreditur (bank), pemerintah, 
dan pemangku kepentingan lainnya. Jika kinerja suatu perusahaan bagus maka perusahaan tersebut akan 
lebih mudah jika mereka ingin mengajukan pinjaman ke bank atau mencari investor baru yang ingin 
berinvestasi pada perusahaan mereka. Tetapi jika kinerja suatu perusahaan tidak bagus maka akan sulit 
dalam mencari investor, karena investor hanya ingin berinvestasi pada perusahaan yang menguntungkan 
sehingga dapat memberikan imbah hasil yang memuaskan bagi investor tersebut. Menurut Chancharat 
et al., (2019) kinerja atau performa keuangan dari suatu perusahaan ialah keadaan yang memberikan 
informasi tentang kondisi perusahaan dan juga kegiatan operasional dalam jangka waktu tertentu, untuk 
menunjukkan pencapaian dan keberhasilan yang didapatkan perusahaan apakah sudah sesuai dengan 
tujuan dan kebijakan yang diharapkan oleh pemangku kepentingan atau tidak. 

Kepemilikan negara atas suatu perusahaan bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. 
Perusahaan yang dimiliki oleh negara biasanya disebut juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
BUMN merupakan bagian tak terpisahkan dari perekonomian nasional karena di berbagai sektor 
merupakan sumber pendapatan negara (Soejono & Heryanto, 2018). BUMN merupakan perusahaan 
yang modalnya berasal dari negara dan merupakan salah satu aspek ekonomi dalam sistem ekonomi 
nasional (Arta, 2017). Dengan begitu negara mempunyai wewenang untuk mengatur daftar sususan 
direktur atau komisaris dari perusahaan BUMN tersebut. Belakangan ini banyak direktur dan komisaris 
di BUMN yang dirubah oleh Menteri BUMN. Namun direktur dan komisaris yang dipilih adalah orang 
yang memiliki latar belakang politik atau setidaknya memiliki hubungan dekat dengan politikus.  

Hubungan politik pada perusahaan dapat dikatakan sebagai salah satu pendukung yang dapat 
menentukan keberhasilan dari perusahaan tersebut (Habib et al., 2017). Kehadiran politik pada sebuah 
perusahaan dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan seperti hak akses pasar, 
pengurangan pajak, kredit bank yang lebih mudah, subsidi pemerintah (Salehi, 2020). Dengan begitu 
diharapkan dengan hubungan politik yang dimiliki maka setiap perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas 
tersebut untuk bisa memperoleh laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak memiliki 
hubungan politik. Namun jika suatu perusahaan terhubung secara politik, menimbulkan permasalahan 
baru yaitu rangkap jabatan.  

Dewan direksi dan komisaris dalam sebuah perusahaan memiliki peran penting dalam kesuksesan 
suatu perusahaan, sehingga seharusnya seorang direksi atau komisaris tidak merangkap jabatan lain 
diluar perusahaan supaya tidak terjadi konflik kepentingan, dan juga supaya waktu yang mereka miliki 
lebih banyak dalam menjalankan dan juga mengawasi jalannya bisnis perusahaan . Tetapi berdasarkan 
data dari Ombudsman RI menyatakakan bahwa terdapat 397 dewan komisaris yang merangkap jabatan 
di perusahaan BUMN dan sebanyak 167 dewan komisaris di anak perusahaan BUMN (Maharani & 
Meiliana, 2020). Rangkap jabatan dapat menyebabkan beberapa kerugian. misalnya terjadi konflik 
kepentingan, persoalan atas kompetensi dan kemampuan pejabat yang juga merangkap jabatan lain tidak 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, serta adanya penghasilan ganda (Kusfiardi, 
2020). Direksi yang memimpin perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk bekerja sebaik mungkin 
serta menjaga nama baik perusahaan. 

Adanya faktor politik dalam perusahaan juga menyebabkan perusahaan sering melakukan 
penghindaran pajak. Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena politisi juga dapat memberikan 
perlindungan kepada perusahaan yang terhubung dengannya, sehingga dapat mengurangi risiko 
pemeriksaan perpajakan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan berdampak pada laporan 
keuangan perusahaan tersebut dikarenakan laba akan bertambah karena biaya pajak menjadi kecil. 
Perusahaan yang melakukan strategi penghindaran pajak juga akan memiliki citra buruk sehingga kinerja 
dari perusahaan itu dapat menurun. Strategi agresivitas pajak yang biasanya digunakan untuk 
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menghindari pajak adalah Tax Avoidance (penghindaran pajak) yang merupakan sebuah cara yang 
dilakukan untuk merendahkan beban pajak perusahaan yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan 
aman, dikarenakan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan (Pohan, 2016). 

Tinjauan pustaka 

Kinerja perusahaan 

Menurut Mardiyati, (2018) menyatakan kalau kinerja dari suatu perusahaan dapat juga disebut 
sebagai sebuah pencapaian atas kerjaan yang telah diselesaikan menurut standar tertentu dalam suatu 
periode. Menurut Harrison & Wicks, (2013) kinerja perusahaan adalah sejumlah nilai yang dapat 
dihasilkan oleh suatu perusahaan lewat kegiatan operasinya dalam memperoleh keuntungan. Besar atau 
kecilnya keuntungan yang dihasilkan perusahaan dapat digunakan sebagai suatu cara dalam menentukan 
baik tidaknya kinerja perusahaan. 

Penelitian ini memakai dua rasio sebagai metode dalam mengevaluasi kinerja dari suatu 
perusahaan yaitu: ROA (Return on Assets), dan ROE (Return on Equity). Rasio ROA atau  tingkat 
pengembalian aset yang biasa disingkat menjadi ROA diukur dengan rumus jumlah keuntungan (laba) 
setelah pajak penghasilan dibagi terhadap jumlah keseluruhan aset (Zhang et al., 2020). ROA berfungsi 
untuk menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan mampu mendapatakan keuntungan menggunakan 
aset milik perusahaan. ROA dipakai untuk menunjukkan seberapa efektif dan efisien kinerja manajemen 
perusahaan dalam mengelola asetnya (Pointer & Khoi, 2019). ROA dapat digunakan untuk 
menggambarkan bahwa perusahaan tersebut mengelolah aset yang dimilikinya dengan efisien dalam 
mejalankan bisnisnya. Semakin tinggi ROA perusahaan, berarti kinerja perusahaan semakin baik untuk 
memperoleh keuntungan bersih begitu juga sebaliknya. 

Rasio ROE (tingkat pengembalian ekuitas) dihitung dengan membagi total pendapatan setelah 
dikurangi dengan pajak penghasilan dengan total ekuitas (Haris et al., 2019). ROE dipakai untuk 
menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan mampu mendapatakan keuntungan dari jumlah modal 
pemegang saham (Pointer & Khoi, 2019). ROE biasanya diukur dalam ukuran persen (%). ROE 100% 
memiliki pengertian bahwa setiap Rp 1 ekuitas pemegang saham, oleh perusahaan dapat memperoleh 

Rp 1 dari keuntungan bersih perusahaan. 

Kepemilikan negara terhadap kinerja perusahaan 

Kepemilikan negara telah menjadi hal yang biasa terutama untuk perusahaan dengan sektor usaha 
yang tingkat persaingannya terbatas dan memiliki hambatan bagi kompetitor untuk masuk Liljeblom et 

al., (2019). Dengan jumlah kompetitor yang akan sangat terbatas diharapkan perusahaan milik negara 

ini dapat memperoleh laba yang maksimal. Hasil penelitian dari Eforis (2018) dan Zulaikah et al., (2019) 

menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan negara mayoritas dapat mencapai kinerja 

perusahaan yang lebih tinggi karena mendapat dukungan dari pemerintah . Penelitian oleh Liljeblom et 

al., (2019) dan Chan et al., (2018) menyimpulkan bahwa kepemilikan negara mempunyai pengaruh 

signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Namun penelitian Abramov et al., (2017) dan Eforis, 

(2017) menemukan bahwa kepemilikan negara tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan.  
H1:  Kepemilikan negara berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan 

Hubungan politik terhadap kinerja perusahaan 

Hubungan politik diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk perusahaan, karena 
perusahaan yang memiliki hubungan politik dapat memanfaatkan hubungan tersebut untuk mendapatkan 
peluang kerja sama yang lebih besar. Perusahaan menjadi lebih mudah jika ada anggota partai politik di 
perusahaan mereka yang juga menjadi pejabat di pemerintahan dimana pada akhirnya dapat memberikan 
pengaruh dalam pengambilan keputusan dan membawa perubahan pada perusahaan untuk melakukan 
investasi terhadap peningkatan produktivitas (Najaf & Najaf, 2021). Dalam studi Saeed et al., (2016), 
Osazuwa, (2016) dan Chancharat et al., (2019) mengutarakan bahwa hubungan politik mempunyai 
korelasi negatif atas kinerja perusahaan. Namun dalam penelitian Huimin et al., (2014) menemukan 
bahwa hubungan politik tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan.  
H2:  Hubungan politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan 
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Penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan 

Adanya perbedaan kepentingan antara pemungut pajak yaitu negara dengan wajib pajak. 
Pemerintah selalu menargetkan penerimaan dalam jumlah yang besar dari pajak agar dapat menopang 
jalannya pemerintahan sementara itu wajib pajak selalu ingin membayar pajak sekecil mungkin yang 

mereka bisa (Herdiyanto & Ardiyanto, 2015). Wanami & Merkusiwati, (2019) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan. Namun dalam 
penelitian Sugiyanto, (2016), Fadillah, (2018), Theresia & Nuritomo, (2017), dan Kartikaningdyah & 
Putri, (2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

penghindaran pajak dan kinerja perusahaan. Namun dalam studi Tiara et al., (2018) mengungkapkan 

bahwa penghindaran pajak tidak berhubungan signifikan terhadap kinerja keuangan. 
H3:  Penghindaran pajak berpengaruh positif atas kinerja perusahaan 

METODE 

Dalam menguji hipotesis yang telah disusun sebelumnya, penelitian ini metode penelitian 
kuantitatif. Data yang dikumpulkan ialah data sekunder yang didapatkan dari laporan tahunan dan 
laporan keuangan perusahaan pada situs BEI ataupun situs perusahaan yang bersangkutan . Data yang 
dikumpulkan yaitu time series yakni data yang diambil dalam jangka waktu tahun 2016-2020 selama 5 
tahun. 

Perusahaan yang memiliki minimal 1 anggota direktur atau komisaris yang memiliki hubungan 
politik serta perusahaan tersebut menyajikan jumlah pembayaran pajak dengan kas perusahaan selama 
lima tahun terakhir merupakan sampel pada penelitian ini. Purposive sampling diterapkan sebagai teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini. Dalam penelitian ini data akan diuji untuk membuktikan apakah 
ada pengaruh serta hubungan antar variabel. Program perangkat lunak SPSS versi 25 dan Eviews versi 

10 akan digunakan untuk membantu menganalisis data. 

Variabel dependen 

Variabel terikat atau dependen adalah kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan dua rasio 

dalam mengukur kinerja perusahaan yaitu: ROA (Return on Assets), dan ROE (Return on Equity). Kedua 

rasio tersebut berfungsi sebagai pengukur kinerja dari sebuah perusahaan . Semakin tinggi nilai yang 

dihasilkan mencerminkan kinerja keuangan yang baik. 

Variabel independen 

Pada penelitian ini kepemilikan negara, hubungan politik, dan penghindaran pajak akan menjadi 

variabel independen. 

Kepemilikan negara 

Kepemilikan negara mengacu pada jumlah kepemilikan pemerintah pada sebuah perusahaan 
contohnya BUMN dimana merupakan perusahaan dengan kepemilikan mayoritasnya adalah pemerintah 

(Zhou et al., 2017). Kepemilikan negara diukur dengan jumlah kepemilikan negara atas suatu perusahaan 
(Alipour, 2013), negara memiliki kontrol penuh atas perusahaan, negara adalah pemilik terbesar serta 

negara merupakan pemilik minoritas atas perusahaan tersebut (Tihanyi et al., 2019). 

Hubungan politik 
Jika terdapat setidaknya terdapat satu anggota dari dewan komisaris atau dewan direksi suatu 

perusahaan dimana juga menjabat sebagai pejabat misalnya presiden atau wakil, menteri atau pejabat 
setingkat dengan menteri, anggota militer dan polisi, anggota DPR/MPR/DPD, ketua partai politik, yang 
masih aktif ataupun yang sudah tidak aktif (Ligita & Muazaroh, 2020) atau merupakan pejabat aktif 
pemerintahan (Dicko, 2016) serta yang memiliki pengalaman bekerja pada lembaga pemerintah (Yao, 
2015) maka perusahaan tersebut dapat dikatakan merupakan perusahaan yang terhubung secara politik. 
Hubungan politik diukur dengan persentase total anggota dewan komisaris dan total anggota dewan 
direksi yang memiliki hubungan politik dibandingkan dengan total keseluruhan anggota dewan 

komisaris dan anggota dewan direksi suatu perusahaan. 
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Penghindaran pajak 

Penelitian ini menggunakan Cash ETR (Effective Tax Rates) atau rasio pembayaran pajak 
perusahaan dengan kas yang diperoleh dengan membagi jumlah uang atau kas yang terpakai untuk 

membayar pajak terhadap pendapatan sebelum pajak (Simone et al., 2020). Rumus Cash ETR yaitu: 

𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑬𝑻𝑹 =
𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐲𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐋𝐚𝐛𝐚  𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan memasuki tahap pengujian untuk membuktikan 

apakah terdapat pengaruh serta hubungan antar variabel. 

Tabel 1. Daftar sampel penelitian 

Keterangan Jumlah 

Total perusahaan yang terdaftar di BEI 728 

Total perusahaan yang tidak memenuhi kriteria  563 

Total perusahaan yang dijadikan sampel 165 

Tahun penelitian 5 tahun 

Total data penelitian 825 data  

Data outlier ROA 70 data  

Data outlier ROE 65 data  

Data observasi ROA 755 data  

Data observasi ROE 760 data  

Berdasarkan informasi pada Tabel 1 diatas, data perusahaan yang diambil untuk dijadikan sampel 

penelitian sebanyak 165 perusahaan dari 728 perusahaan yang tercatat di BEI. Tahun penelitian adalah 

data 5 tahun terakhir yakni 2016-2020. Data penelitian yang berhasil dikumpulkan berjumlah sebanyak 
825 data dengan jumlah data outlier untuk variabel ROA sebanyak 70 data, ROE sebanyak 65 data, 
sehingga total data yang termasuk dalam penelitian untuk variabel ROA sebanyak 755 dari 825 data, dan 

ROE sebanyak 760 dari 825 data. 

Statistik deskriptif 

Tabel 2. Hasil uji statistik deskriptif variabel dependen ROA 

  N Minimum Maksimum Rata-rata Standar Deviasi 

Return on Assets 755 -0,251033 0,313991 0,03325574 0,068898692 

Jumlah Komisaris Terhubung Politik 755 0,000000 1,000000 0,40223135 0,224802039 

Jumlah Direksi Terhubung Politik 755 0,000000 0,333333 0,02520742 0,072111781 

Kepemilikan Negara  755 0,000000 0,679150 0,05889211 0,176321541 

Penghindaran Pajak 755 -2,950795 4,937038 0,35283657 0,686654649 

Tabel 3. Hasil uji statistik deskriptif variabel dependen ROE 

  N Minimum Maksimum Rata-rata Standar Deviasi 

Return on Equity 760 -0,823466 0,773237 0,06961024 0,151031459 

Jumlah Komisaris Terhubung Politik 760 0,000000 1,000000 0,40274298 0,224785188 

Jumlah Direksi Terhubung Politik 760 0,000000 0,333333 0,02526088 0,072080255 

Kepemilikan Negara  760 0,000000 0,679150 0,05770813 0,174691278 

Penghindaran Pajak 760 -2,950795 4,937038 0,35121882 0,684721455 

Hasil uji pada Tabel 2 menunjukkan pengujian statistik deskriptif dari variabel dependen ROA. 
Pada tabel tersebut tertera data nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari setiap 

variabel dalam penelitian ini. Total data penelitian dapat dilihat pada kolom N yang berisi angka 755 
berarti bahwa dalam pengujian statistik deskriptif ini data yang diikutsertakan untuk diuji sebanyak 755 

data. Dalam penelitian ini ROA memiliki nilai rata-rata 0,03325574 atau 3,32%, nilai minimum dari 
variabel ini adalah -0,251033 atau -25,10% nilai maksimum adalah 0,313991 atau 31,39% dan nilai 

standar deviasi 0.068898692. Variabel jumlah komisaris terhubung politik menjelaskan jumlah anggota 
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komisaris suatu perusahaan yang memiliki hubungan politik atau memiliki latar belakang dari politik. 
Variabel ini memiliki nilai maksimum 1,000000 atau seluruh anggota dewan komisaris dari perusahaan 
tersebut memiliki hubungan politik dan nilai minimum 0,000000 artinya perusahaan tersebut tidak 
memiliki anggota dewan komisaris yang memiliki hubungan poltiik serta nilai rata-rata 0,40223135 yang 
berarti bahwa rata-rata perusahaan memiliki anggota dewan komisaris yang memiliki hubungan politik 

sebanyak 40% dari total keseluruhan anggota dewan komisaris . Variabel jumlah direktur terhubung 
politik menjelaskan jumlah anggota direksi suatu perusahaan yang memiliki hubungan po litik atau 

memiliki latar belakang dari politik. Variabel ini memiliki nilai maksimum 0,333333 dan nilai minimum 
0,000000 serta nilai rata-rata 0,02520742 yang berarti bahwa mayoritas perusahaan memiliki anggota 
dewan direksi yang memiliki hubungan politik sebanyak 2% dari keseluruhan jumlah anggota dewan 

direksi. Variabel kepemilikan negara menggambarkan kepemilikan suatu perusahaan oleh negara 

Republik Indonesia. Dalam penelitian ini kepemilikan negara memiliki nilai rata-rata 0,05889211 atau 

5,88%, nilai minimum 0,00000 atau 0% dan nilai maksimum adalah 0,679150 atau 67,91%. Variabel 
penghindaran pajak menggambarkan uang yang dikeluarkan perusahaan dengan peruntukan pembayaran 

beban pajak. Variabel penghindaran pajak menghasilkan nilai rata-rata 0,35283657, nilai terendah dari 

variabel ini adalah -2,950795 dan nilai tertinggi adalah 4,937038. 
Hasil uji pada Tabel 3 menunjukkan pengujian statistik deskriptif terhadap variabel dependen 

ROE. Total data penelitian dapat dilihat pada kolom N yang berisi angka 760 berarti bahwa dalam 
pengujian statistik deskriptif ini data yang diikutsertakan untuk diuji sebanyak 760 data. Dalam 
penelitian ini ROE memiliki nilai rata-rata 0,06961024 atau 6,96%, nilai minimum dari variabel ini 
adalah -0,823466 atau -82,34% dan nilai maksimum adalah 0,773237 atau 77,32%. Variabel jumlah 
komisaris terhubung politik menjelaskan jumlah anggota komisaris suatu perusahaan yang memiliki 
hubungan politik atau memiliki latar belakang dari politik. Variabel ini memiliki nilai maksimum 
1,000000 yang berarti terdapat perusahaan yang seluruh anggota dewan komisarisnya memiliki 
hubungan politik dan minimum sebanyak 0,000000 artinya terdapat perusahaan yang tidak mempunyai 
anggota komisaris satu pun yang terhubung politik serta nilai rata-rata 0,40274298 sehingga dapat 
diartikan bahwa mayoritas perusahaan memiliki anggota komisaris yang memiliki hubungan politik 

sebanyak 40% dari total jumlah anggota komisaris. Variabel jumlah direktur terhubung politik 

menjelaskan jumlah anggota direksi suatu perusahaan yang memiliki hubungan politik atau memiliki 

latar belakang dari politik. Variabel ini memiliki nilai maksimum 0,333333 dan minimum sebanyak 
0,000000 serta nilai rata-rata 0,02526088 yang menjelaskan bahwa mayoritas perusahaan memiliki 
anggota direksi yang memiliki hubungan politik sebanyak 2% dari keseluruhan jumlah anggota dewan 

direksi. Variabel kepemilikan negara menggambarkan kepemilikan suatu perusahaan oleh negara 

Republik Indonesia. Dalam penelitian ini kepemilikan negara memiliki nilai rata-rata 0,05770813 atau 

5,77%, nilai minimum 0,00000 atau 0% dan nilai maksimum adalah 0,679150 atau 67,91%. Variabel 
penghindaran pajak menggambarkan uang yang dikeluarkan perusahaan dengan peruntukan pembayaran 

beban pajak. Variabel ini memiliki nilai rata-rata 0,35121882, nilai terendah dari variabel ini adalah -

2,950795 dan nilai tertinggi adalah 4,937038. 

Uji outlier 

Hasil uji outlier yang dilakukan pada penelitian ini dihitung menggunakan metode z-score. 
Dimana pada penelitian ini terdapat sampel diatas 80 maka nilai z-score yang melebihi 3 atau -3 adalah 

outlier. Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan sebanyak 165 perusahaan dari tahun 

penelitian 2016-2020. Total data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 825 data dan terdapat 70 
data yang merupakan outlier untuk variabel dependen ROA, sehingga data yang dipakai dalam penelitian 

variabel ROA adalah 755 data. Untuk variabel ROE data yang berhasil dikumpulkan sebanyak 825 data 

dan terdapat 65 data yang merupakan outlier sehingga data yang dipakai dalam penelitian variabel ROE 

adalah 760 data.  
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Uji regresi panel 

Pengujian regresi dilakukan agar dapat menentukan model regresi terbaik dalam penelitian ini. 
Uji chow dan uji hausman adalah ukuran standar dalam menentukan model regresi data panel yang sesuai 

untuk diterapkan. Uji chow diuji terlebih dahulu untuk menguji model terbaik diantara Pooled Least 
Square dan Fixed Effect Model sedangkan uji hausman dilakukan untuk menguji model terbaik diantara 

Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. 

Tabel 4. Hasil uji chow 

Hasil Uji Prob. Kesimpulan 

Cross-section Chi_Square   

Return on Assets (ROA) 0,0000 Fixed Effect Model 

Return on Equity (ROE) 0,0000 Fixed Effect Model 

Berdasarkan uji chow yang telah dilakukan menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 untuk 

kedua variabelnya. Nilai ini menunjukkan bahwa FEM adalah model terbaik dalam pengujian ini. 
Selanjutnya perlu dilakukan uji hausman untuk penentuan model regresi. 

Tabel 5. Hasil uji hausman 

Hasil Uji Prob. Kesimpulan 

Cross-section random   

Return on Assets (ROA) 0,0392 Fixed Effect Model 

Return on Equity (ROE) 0,0242 Fixed Effect Model 

Berdasarkan uji hausman yang telah dilakukan menunjukkan nilai probabilitas yaitu 0,0392 untuk 

variabel ROA, dan 0,0242 untuk variabel ROE. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan nilai 
probabilitas dibawah 0,05 untuk variabel ROA dan ROE sehingga FEM adalah model terbaik untuk 

penelitian ini. 

Uji t 

Tabel 6. Hasil uji t variabel ROA 

Variabel Koefisien Prob. Kesimpulan Hipotesis 

Kepemilikan Negara  0,274276 0,6464 Tidak Signifikan Tidak Terbukti 

Jumlah Komisaris Terhubung Politik -0,036281 0,0449 Signifikan Negatif Terbukti 

Jumlah Direksi Terhubung Politik -0,104821 0,0600 Tidak Signifikan Tidak Terbukti 

Penghindaran Pajak 0,001136 0,6837 Tidak Signifikan Tidak Terbukti 

Pada Tabel 6 menjelaskan hasil uji t untuk variabel ROA, dimana dapat dilihat bahwa variabel 
jumlah komisaris terhubung politik memiliki nilai probabilitas < 0,05 sehingga kesimpulan yang didapat 
yaitu bahwa jumlah komisaris terhubung politik memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap ROA 
dan mendukung hipotesis sedangkan variabel independen lainnya yang terdiri dari kepemilikan negara, 
jumlah direksi terhubung politik, dan penghindaran pajak memiliki hasil probabilitas > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan memiliki pengaruh tidak signifikan dan menolak hipotesis. Dari Tabel 6 diatas dapat 
disusun sebuh persamaan regresi penelitian yaitu: 

ROA  = 0,274276 KN - 0,036281 JKTP - 0,104821 JDTP + 0,001136 PP + e 

Keterangan: 
ROA  = Return on Assets 
KN = Kepemilikan Negara 
JKTP = Jumlah Komisaris Terhubung Politik  
JDTP  = Jumlah Direksi Terhubung Politik 
PP = Penghindaran Pajak 
e = error 
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Tabel 7. Hasil uji t variabel ROE 

Variabel Koefisien Prob. Kesimpulan Hipotesis 

Kepemilikan Negara  3,757148 0,0174 Signifikan Positif Tidak Terbukti 

Jumlah Komisaris Terhubung Politik -0,076680 0,1066 Tidak Signifikan Tidak Terbukti 

Jumlah Direksi Terhubung Politik -0,167408 0,2541 Tidak Signifikan Tidak Terbukti 

Penghindaran Pajak 0,008971 0,2226 Tidak Signifikan Tidak Terbukti 

Pada Tabel 7 menjelaskan hasil uji t untuk variabel ROE, dimana dapat dilihat bahwa variabel 
jumlah komisaris terhubung politik, jumlah direksi terhubung politik, dan penghindaran pajak memiliki 
hasil probabilitas > 0,05 sehingga dapat disimpulkan memiliki pengaruh tidak signifikan dan menolak 

hipotesis. Sedangkan untuk variabel kepemilikan negara memiliki hasil probabilitas < 0,05 sehingga 

memiliki pengaruh signifikan positif sehingga menolak hipotesis. Dari Tabel 7 diatas dapat disusun 
sebuh persamaan regresi penelitian yaitu: 

ROE  = 3,757148 KN - 0,076680 JKTP - 0,167408 JDTP + 0,008971 PP + e 

Keterangan: 
ROE  = Return on Equity 
KN = Kepemilikan Negara 
JKTP = Jumlah Komisaris Terhubung Politik  
JDTP  = Jumlah Direksi Terhubung Politik 
PP = Penghindaran Pajak 
e = error 

Uji hipotesis 

H1:  Kepemilikan negara berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan 

Pada Tabel 6 dapat dilihat kalau kepemilikan negara menunjukkan nilai probabilitas sebesar 

0,6464 dan nilai koefisien 0,274276. Berdasarkan hasil ini didapatkan kesimpulan bahwa kepemilikan 

negara berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Pada Tabel 7 menunjukkan kalau kepemilikan 

negara menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0174 dan nilai koefisien 3,757148. Berdasarkan hasil 

ini didapatkan kesimpulan bahwa kepemilikan negara memliki pengaruh signifikan positif terhadap 

ROE.  
Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Abramov et al., (2017), Wu et al., (2013), Eforis, 

(2017) yang juga menujukkan bahwa variabel kepemilikan negara berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja keuagan perusahaan yang diukur dengan ROA. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian dari Eforis, (2018), Saragih, (2013), dan Alipour, (2013) yang menyatakan bahwa variabel 
kepemilikan negara memiliki dampak signifikan positif dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan 

ROE Akan tetapi hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Liljeblom et al., 

(2019), Chan et al., (2018), Zulaikah et al., (2019) yang menemukan bahwa kepemilikan negara 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. 

H2:  Hubungan politik berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan 

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa jumlah komisaris terhubung politik dan jumlah direksi terhubung 
politik menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0449 dan 0,0600 serta nilai koefisien -0,036281 dan -

0,104821. Berdasarkan hasil ini didapatkan kesimpulan bahwa komisaris yang memiliki hubungan 
politik berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA sedangkan direksi yang memiliki hubungan politik 
berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE. Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa jumlah komisaris 
terhubung politik dan jumlah direksi terhubung politik menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,1066 
dan 0,2541 serta nilai koefisien -0,076680 dan -0,167408. Berdasarkan hasil ini didapatkan kesimpulan 
bahwa hubungan politik berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE.  

Hasil penelitian ini didukung oleh Shahzad et al., (2021) dan Tanko & Saman, (2019) yang 
mendapatkan hasil yang sama. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak searah dengan penelitian dari Choi 
et al., (2020) dan Azmi et al., (2020) yang mengutarakan hubungan politik berpengaruh signifikan positif 
terhadap ROA. 



INOVASI – 17 (4), 2021 

   714-726 

 

Copyright@2021; Inovasi - pISSN: 0216-7786 - eISSN: 2528-1097 

722 
 

Hasil penelitian ini didukung oleh Sami et al., (2019) dan Suhartono & Sany, (2015) yang 

menyatakan bahwa hubungan politik memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROE. Hasil 

penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Niazi et al., (2021) dan Dicko, (2016) yang 
membuktikan adanya hubungan signifikan negatif antara hubungan politik dengan ROE serta penelitian 

dari Song et al., (2016) yang menyatakan bahwa hubungan politik berpengaruh signifikan positif 

terhadap ROE. 

H3:   Penghindaran pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan 
Hasil uji Tabel 6 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,6837 dan nilai koefisien 0,001136 

sehingga penghindaran pajak berhubungan tidak signifikan terhadap ROA. Pada Tabel 7 dapat dilihat 
kalau penghindaran pajak menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,2226 dan nilai koefisien 0,008971. 
Dengan demikian, disimpulkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE.  

Hasil penelitian ini didukung oleh (Tiara et al., 2018) yang juga menjelaskan bahwa penghindaran 
pajak berdampak tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 
hasil penelitian dari Sugiyanto, (2016), Kartikaningdyah & Putri, (2017), Fadillah, (2018), Theresia & 
Nuritomo, (2017) yang menemukan bahwa penghindaran pajak berdampak signifikan positif atas kinerja 

perusahaan. 

Tabel 8. Hasil koefisien determinasi 

Variabel Dependen Adjusted R Square 

Return on Assets (ROA) 0,591645  

Return on Equity (ROE) 0,408805 

Berdasarkan Tabel 8 diatas variabel ROA memiliki nilai adjusted R square sebesar 0,591645 
atau 59,16% yang menandakan bahwa variabel independen/bebas dapat memaparkan variabel dependen 
atau terikat sebesar 59,16% dan 40,18% lagi dijelaskan dengan variabel yang tidak dipakai didalam 
penelitian ini. Variabel ROE memiliki nilai R square sebesar 0,408805 atau 40,88% yang menujukkan 

bahwa variabel bebas mampu memaparkan variabel terikat sebesar 40.88% dan 59,12% lagi dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya yang tidak diaplikasikan dalam penelitian ini.  

SIMPULAN 

Penelitian ini ditujukan untuk menelaah pengaruh dari kepemilikan negara, hubungan politik dan 
penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan pada perushaaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama 2016-2020. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 
Kepemilikan negara berdampak positif dan signifikan terhadap ROE akan tetapi memiliki pengaruh tidak 

signifikan terhadap ROA. Besar atau kecilnya kepemilikan negara pada suatu perusahaan tidak 

menjamin tingginya tingkat pengembalian terhadap total aset; 
Hubungan politik yang diukur dengan jumlah komisaris terhubung politik memiliki pengaruh yang 

signifikan dan negatif ROA tetapi berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE. Besar kecilnya proporsi 
komisaris yang memiliki hubungan politik pada suatu perusahaan tidak menjamin besarnya tingkat 

pengembalian total ekuitas; 
Hubungan politik yang diukur dengan jumlah direksi terhubung politik tidak berdampak signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Besar kecilnya proporsi direksi yang memiliki hubungan politik pada suatu 

perusahaan tidak menjamin besarnya tingkat pengembalian total aset dan ekuitas; dan 

Penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Tinggi atau rendahnya 

tingkat penghindaran pajak tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kinerja dari suatu 

perusahaan. 
Penelitian berikutnya diharapkan untuk dapat menggunakan metode pengukuran yang berbeda 

untuk setiap variabelnya, serta dapat menambah beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kinerja 
perusahaan seperti usia direksi, tingkat pendidikan direksi, atau lain sebagainya sehingga dapat 

menujukkan gambaran yang lebih luas. 
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